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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Kebijakan terhadap pengelompokkan dan pengenaan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah tidak memenuhi tujuan dari pemungutan pajak barang mewah 

a. Kebijakan mengenai pengelompokkan dan pengenaan objek Barang 

Kena Pajak yang dikenakan PPnBM yang saat ini telah diatur oleh 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tidak 

sepenuhnya berprinsip pada kriteria barang mewah yang telah diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 karena barang-barang 

yang dikenakan PPnBM saat ini hanya terbatas pada kelompok hunian 

mewah, kelompok senjata api, kelompok pesawat terbang, kelompok 

balon udara, dan kelompok kapal pesiar mewah sedangkan faktanya 

masih banyak barang-barang lain yang juga memenuhi kriteria barang 

mewah sebagaimana diatur oleh UU 42/2009. 

b. Kebijakan mengenai pengelompokkan dan pengenaan objek Barang 

Kena Pajak yang dikenakan PPnBM tidak mencerminkan adanya 

keseimbangan beban pajak antara konsumen penghasilan tinggi dan 

penghasilan rendah karena di luar barang-barang yang golongkan 

mewah dan dikenakan PPnBM masih banyak barang-barang lain yang 

memiliki nilai prestise dan mahal yang hanya dapat dikonsumsi orang 

berpenghasilan tinggi saja seperti contohnya jam tangan mewah, tas 

mewah, dan berlian. Tidak dikenakannya PPnBM atas barang-barang 

tersebut hanya menguntungkan orang berpenghasilan tinggi sehingga 

semakin menciptakan kesenjangan pembebanan pajak antara orang 

berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. 



 
72  

c. Kebijakan mengenai pengelompokkan dan pengenaan objek Barang 

Kena Pajak yang dikenakan PPnBM yang terbatas pada beberapa 

barang tidak melaksanakan pengendalian konsumsi atas Barang Kena 

Pajak yang digolongkan mewah. Berdasarkan analisa sebelumnya 

bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai macam barang yang 

memenuhi kriteria mewah namun tidak dikenakan PPnBM. Apabila 

barang-barang seperti jam tangan mewah, tas mewah, berlian dan 

barang-barang lain yang memiliki nilai prestise dan mahal tidak 

dikenakan PPnBM maka tidak ada pengendalian konsumsi atas barang-

barang tersebut ditambah dengan adanya fakta bahwa konsumsi 

terhadap barang seperti jam tangan mewah meningkat sehingga tujuan 

PPnBM untuk mengendalikan konsumsi atas barang yang tergolong 

mewah menjadi tidak terwujud. 

d. Barang-barang yang saat ini digolongkan mewah dan dikenakan 

PPnBM terdiri kelompok hunian mewah, kelompok senjata api, 

kelompok pesawat terbang, kelompok balon udara, dan kelompok kapal 

pesiar mewah. Penghasil dari barang-barang tersebut dipastikan bukan 

merupakan produsen kecil atau tradisional dan produsen barang-barang 

tersebut terhitung jarang di Indonesia sehingga dengan dikenakannya 

PPnBM atas barang-barang tersebut tidak melindungi produsen kecil 

ataupun tradisional. Jika melihat dari perspektif barang-barang lain ada 

beberapa barang yang memiliki nilai mewah namun barang tersebut 

juga diproduksi oleh produsen kecil,tradisional atau lokal seperti jam 

tangan, tas,, dan perhiasan. 

e. Terbatasnya barang-barang yang dikenakan PPnBM akan 

mengakibatkan penerimaan negara pun menjadi terbatas sehingga 

pemasukan negara melalui pajak barang mewah pun menjadi lebih 

sedikit. 
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f. Kebijakan mengenai pengelompokkan barang mewah yang dikenakan 

PPnBM tidak mengikuti perkembangan barang mewah. 

 

2. Kebijakan yang mengatur pengelompokkan dan pengenaan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah untuk dikenakan PPnBM tidak sesuai dengan tujuan dari 

pemungutan pajak di Indonesia dan asas keadilan 

a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini 

mengatur pengelompokkan barang mewah yang dikenakan PPnBM saat 

ini tidak sepenuhnya selaras dengan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik khususnya terhadap asas kejelasan 

tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas keterbukaan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 disebutkan bahwa 

salah satu tujuan dikenakannya PPnBM terhadap barang mewah selain 

kendaraan bermotor yaitu untuk menicptakan keseimbangan beban 

pajak antara orang penghasilan tinggi dan orang berpenghasilan rendah. 

Terbatasnya barang-barang yang dikenakan PPnBM tidak 

mencerminkan tujuan tersebut namun sebaliknya mencerminkan 

kesenjangan pembebanan pajak antara penghasilan tinggi dan rendah 

dengan terbatasnya barang-barang yang dikenakan PPnBM sehingga 

tujuan tersebut menjadi tidak terwujud. Kedayagunaan dan 

kehasilgunaan atas kebijakan dipungutnya PPnBM pun menjadi 

semakin kecil dengan terbatasnya barang-barang yang diatur mengingat 

bahwa pungutan PPnBM tidak hanya untuk alat pemasukkan negara 

namun juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. 

b. Pada dasarnya materi muatan peraturan pemerintah merupakan 

kebijakan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 merupakan peraturan 

pelaksana agar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dapat 

dijalankan dengan baik. Namun melihat bahwa objek yang diatur PP 
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61/2020 terbatas maka peraturan tersebut tidak sepenuhnya 

menjalankan UU 42 Tahun 2009 dengan baik bahkan terlihat tidak 

selaras dalam pelaksanaannya. 

c. Kebijakan yang mengatur pengelompokkan dan pengenaan barang 

mewah yang dikenakan PPnBM tidak menerapkan dan mewujdukan 

asas dan teori dasar serta tujuan dari pemungutan pajak. Hal ini dapat 

menyebabkan tidak tercapainya manfaat dasar yang hendak dicapai dari 

pemungutan pajak. 

d. Terbatasnya objek Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM tidak 

mewujudkan nilai keadilan yang lekat dengan pemungutan pajak karena 

karena pemungutan pajak seharusnya bersifat adil dan merata 

disesuaikan dengan kemampuan membayar pajak, penghasilan dan 

manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak. Barang-barang seperti jam 

tangan mewah, tas mewah, dan berlian hanya dikonsumsi oleh Wajib 

Pajak berpenghasilan tinggi namun tidak dikenakan pajak barang 

mewah maka hal ini dapat menimbulkan kesenjangan beban pajak dan 

ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena konsumsi 

masyarakat berpenghasilan tinggi tidak sesuai harta, penghasilan, serta 

konsumsinya terhadap barang mewah.  

 

5.2 Saran 

1. Pemungutan pajak melalui PPnBM memiliki maksud dan tujuan sebagaimana 

tercantum dalam UU 42/2009. Dalam mengatur pengelompokkan barang yang 

dikenakan PPnBM pemerintah sebaiknya tidak mengabaikan tujuan-tujuan 

dasar dikenakannya PPnBM terhadap barang mewah. Saat ini tujuan 

dikenakannya PPnBM terhadap barang mewah sebagaimana tercantum dalam 

bagian menimbang PP 61/2020 hanya mencantumkan dua tujuan dikenakannya 

PPnBM yaitu menciptakan keseimbangan beban pajak antara orang 

berpenghasilan tinggi dan orang berpenghasilan rendah serta mendorong 
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industri pariwisata. Sebaiknya tujuan dari dikenakannya PPnBM sebagaimana 

tertulis dalam UU 42/2009 dicantumkan kembali seluruhnya dalam peraturan 

pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur pengelompokkan 

barang mewah yang dikenakan PPnBM sehingga tujuan dasar dikenakannya 

PPnBM dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak diabaikan. 

2. Barang mewah akan terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring 

berkembangnya zaman. Ada beberapa yang kehilangan nilai mewah seiring 

berkembangnya zaman namun ada pula beberapa barang baru yang muncul di 

masa yang akan datang. Melihat bahwa perkembangan barang mewah bersifat 

dinamis maka seharusnya peraturan yang mengatur pun juga bersfiat dinamis 

mengikuti perkembangan barang mewah itu sendiri. Dalam mengatur barang 

mewah yang terus mengalami perubahan pemerintah sebaiknya diatur oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih mudah diubah dan dicabut secara 

prosedural dan administrasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, 

dan/atau Peraturan Daerah. 

3. Pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pajak barang mewah sebaiknya 

mempertimbangkan manfaat bagi seluruh golongan masyarakat seperti Melihat 

bahwa barang yang dikenakan PPnBM saat ini hanya terbatas pada beberapa 

barang saja sedangkan banyak barang-barang lain yang berpotensi untuk 

dikenakan PPnBM dan tujuan dikenakannya PPnBM salah satunya untuk 

mendorong industri pariwisata yang semakin menghilangkan kepentingan 

masyarakat golongan bawah dan produsen kecil. Sebaiknya pemerintah lebih 

memperluas cakupan barang yang dikenakan PPnBM khususnya terhadap 

barang-barang yang juga diproduksi oleh produsen kecil yang hanya 

dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi agar manfaat dari kebijakan 

terhadap barang mewah dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. 

4. Dalam membuat kebijakan sebaiknya pemerintah melibatkan penilaian 

masyarakat terhadap barang mewah. Penilaian tersebut dapat memanfaatkan 

kemajuan teknologi seperti internet sehingga pengelompokkan Barang Kena 
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Pajak yang dikenakan PPnBM dapat sesuai dengan persepsi dan kebutuhan 

masyarakat terhadap barang mewah dan barang-barang yang dikenakan 

PPnBM tidak terkesan ketinggalan zaman. 

5. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk mengkategorikan barang-

barang mewah yang dikenakan PPnBM sebaiknya melihat secara jelas dan 

merinci karakteristik dari barang mewah yang berkembang dalam masyarakat 

seperti melihat dari segi harga secara spesifik, material bahan, dan fungsi dari 

pemakaian suatu barang yang dapat menciptakan nilai mewah pada suatu 

barang. 
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